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Pemberlakuan sanksi administras sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil
keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan
Wagjib Pgjak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenal formulasi kebijakan
penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam
Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpgakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan
studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan
ini telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, yaitu perumusan masal ah, penyusunan agenda
kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dengan baik. Keputusan untuk
menurunkan tarif sanksi administrasi pada penolakan keberatan dan banding dalam Undang- Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipilih untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum
bagi Wajib Pagjak. Kebijakan ini memberikan dampak positif, tetapi keadilan perpaakan tidak hanya
bergantung pada aspek sanksi. Untuk mencapai keadilan sebenarnya, dibutuhkan perbaikan pada sistem
administrasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi pada proses sengketa pajak sebaiknya dihapus
karena proses tersebut adalah cara bagi Wajib Pgjak untuk memperoleh keadilan yang diperlukan.

...... The imposition of administrative sanctions at a rate of 50% for objections and 100% for appeals whose
decisions are rejected or partially accepted is considered high, unfair, and burdensome for taxpayers. This
research ams to analyze the formulation of a policy to reduce the magnitude of administrative penalty rates
for the rejection of objections and appeals by taxpayers under the UU HPP. The research methodol ogy
employed is a qualitative approach within the post-positivist paradigm, using data collection techniques such
as literature review and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy formulation
has undergone severa stages, including problem identification, policy agenda setting, policy alternatives
selection, and policy determination, which were executed effectively. The decision to lower the
administrative penalty rates for objection rejections and appeals under the UU HPP was made to ensure
fairness, equality, and legal certainty for taxpayers. This policy has yielded positive impacts; however, tax
justice cannot solely rely on the aspect of penalties. To achieve true justice, improvementsin the
administrative system and dispute resolution are needed. Furthermore, penalties within the tax dispute
process should be abolished.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920523610&lokasi=lokal

